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ABSTRACT 

Outsourcing, which is often also referred to as outsourcing, is the exchange or delivery of a 

particular work based on an understanding/agreement between the evaluating organization 

and the organization providing the work. Workers used in rethinking exercises or rethinking 

workers having basic qualities do not have a direct business agreement with the organization 

in which they work. Workers are constrained by work agreements with organizations 

rethinking that until now there were several job transfer agreements with the organizations 

they work for. Labor security, wages and government assistance, working conditions, and if 

later debates or problems arise, it is incumbent upon the organization to reconsider. With 

this framework, workers are completely helpless in the face of dubious, risky, uncertain and 

unsecured working conditions. In this way, we must know the intersection, business terms, 

labor freedom and commitment, re-evaluate the organization and the employer. 
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ABSTRAK 

Alih daya, yang sering juga disebut sebagai Outsourcing, adalah pertukaran atau 

penyampaian suatu karya tertentu berdasarkan pemahaman/kesepakatan antara organisasi 

yang mengevaluasi dan organisasi yang memberikan karya tersebut. Pekerja yang digunakan 

dalam latihan pemikiran ulang atau pekerja pemikiran ulang memiliki kualitas dasar tidak 

memiliki persetujuan bisnis langsung dengan organisasi tempat mereka bekerja. Buruh 

dibatasi oleh kesepakatan kerja dengan organisasi yang memikirkan kembali bahwa sampai 

sekarang ada beberapa kesepakatan pindah kerja dengan organisasi tempat mereka bekerja. 

Keamanan buruh, upah dan bantuan pemerintah, keadaan kerja, dan jika di kemudian hari 

timbul perdebatan atau masalah, adalah kewajiban organisasi yang memikirkan kembali. 

Dengan kerangka kerja ini, buruh sama sekali tidak berdaya menghadapi keadaan kerja yang 

meragukan, berisiko, tidak pasti, dan tanpa jaminan. Dengan cara ini, kita harus mengetahui 

titik potong, syarat bisnis, kebebasan dan komitmen buruh, mengevaluasi kembali organisasi, 

dan pemberi kerja. 

Kata Kunci:Alih Daya 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia saat ini, yang berpusat pada 

kemajuan di bidang keuangan dan hukum, 

memiliki kemampuan vital dalam 

mendukung kemajuan moneter di Indonesia. 

Eksekusi perbaikan dengan aksentuasi yang 

lebih terlihat pada nilai. Perbaikan adalah 

pekerjaan untuk membuat berkembang dan 

bantuan pemerintah individu. Oleh karena 
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itu, konsekuensi perbaikan harus dinikmati 

oleh semua individu sebagai perluasan 

bantuan pemerintah secara fisik dan 

mendalam secara adil dan tidak memihak. 

Lagi pula, kemajuan kemajuan bergantung 

pada kerja sama dari banyak individu, dan 

itu menyiratkan bahwa perbaikan harus 

dilakukan dengan cara yang sama oleh 

semua lapisan masyarakat.  

Hampir setiap masalah sehari-hari hari 

ini dikendalikan oleh pedoman yang sah. 

Melalui standarisasi cara berperilaku 

manusia ini, hukum secara praktis mengikuti 

semua bidang keberadaan manusia. 

Hambatan legitimasi yang semakin jauh dan 

luas dalam bidang kehidupan daerah 

menyebabkan persoalan kelayakan 

penerapan hukum menjadi semakin penting 

untuk diperhatikan. Artinya, hukum harus 

memiliki opsi untuk berubah menjadi 

organisasi yang benar-benar bekerja di mata 

publik. Bagi masyarakat umum yang sedang 

berkreasi, hukum senantiasa dikaitkan 

dengan upaya menggarap tata kehidupan 

daerah setempat menuju arah yang lebih 

unggul, dengan alasan bahwa melalui 

norma-norma yang sah yang diacu, dapat 

dipercaya permintaan dan keyakinan itu. 

dapat dipuaskan agar memiliki pilihan untuk 

mengakui apa yang diinginkan dalam 

kehidupan individu. Persaingan dalam dunia 

bisnis antar organisasi menyebabkan 

organisasi harus fokus pada serangkaian 

siklus atau latihan untuk membuat item dan 

administrasi terhubung dengan kemampuan 

utama mereka.  

Dengan fokus pada keterampilan dasar 

organisasi, berbagai produk dan administrasi 

berkualitas akan dibuat yang sangat berhati-

hati. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

para pelaku bisnis untuk melakukan 

produktivitas dalam menangani 

organisasinya adalah memikirkan kembali, 

juga disebut sub-kontrak, yaitu membeli 

sebagian atau sebagian dari kegiatan 

organisasi yang baru-baru ini diawasi tanpa 

orang lain ke organisasi lain, yang kemudian 

disebut organisasi pengambil pekerjaan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Istilah Alih Daya berhubungan dengan 

kerja. Mengevaluasi kembali adalah 

dorongan untuk mendapatkan pekerjaan dari 

orang luar. Dalam ranah pekerjaan, 

reevaluasi adalah satu nama lagi untuk 

memikirkan kembali organisasi, sebagai 

pemasok administrasi kerja. Di Indonesia, 

re-propriating pada awalnya diatur dalam 

UU Ketenagakerjaan yang saat ini diatur 

dalam UU Cipta Kerja. “Organisasi re-

appropriating atau rethinking bertanggung 

jawab penuh atas semua yang timbul karena 

hubungan bisnis tersebut. Keamanan tenaga 

kerja, kompensasi, bantuan pemerintah, 

keadaan kerja, dan perdebatan,” Dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003, kembali apropriating adalah 

penyerahan suatu pekerjaan kepada 

organisasi yang berbeda. Penyerahan 

sebagian pekerjaan dibantu melalui 2 

instrumen, lebih spesifiknya, pengertian 

sanksi tugas atau pengaturan 

spesialis/administrasi kerja. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang 

Penciptaan Lapangan Kerja, rethinking 

dikenal dengan re-appropriating. Dalam PP 

Nomor 35 Tahun 2021, yang dimaksud 

dengan revaluating or rethinking 

organization adalah unsur usaha sebagai 

bahan hukum yang memenuhi kebutuhan 

untuk menyelesaikan jabatan tertentu 

dengan mempertimbangkan kesepahaman 

dengan organisasi pemberi pekerjaan. 

A. Mengenal Outsourcing Menurut Para 

Ahli 

 

1) Brown dan Wilson (2005) 

Arti dari Alih daya adalah 

demonstrasi mendapatkan 

administrasi untuk pekerjaan tertentu 

mulai dari pihak luar. Secara 

keseluruhan, bisnis menyajikan 

pekerjaan tertentu yang harus 

diselesaikan oleh satu pihak lagi 

dengan pemahaman tertentu. 
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2) Komang Priambada & Agus Eka 

Maharta (2008) 

Arti dari re-propriating adalah 

pertukaran sebagian atau seluruh 

pekerjaan ke pertemuan yang 

berbeda untuk membantu proses 

administrasi klien dalam suatu 

organisasi. Signifikansi ini lebih 

merupakan karakteristik bahwa 

evaluasi ulang penting bagi 

organisasi. 

3) Libertus Jehani (2008), 

Arti dari memikirkan kembali adalah 

jenis akomodasi pekerjaan untuk 

pertemuan luar atau orang luar yang 

dilakukan untuk mengurangi beban 

pada organisasi, hanya 

menyesuaikan kembali dalam 

pengertian ini adalah pekerja 

kesepakatan (bukan bagaimanapun) 

4) Maurice Greaver 

Arti dari rethinking adalah 

demonstrasi memindahkan sebagian 

kegiatan organisasi dan lebih jauh 

lagi tentang hak-hak dinamisnya ke 

berbagai perkumpulan yang berada 

di dalam lingkup organisasi. 

5) I Wayan Nedeng (2003) 

Arti berpikir ulang adalah jenis 

pemahaman yang dibuat oleh pekerja 

untuk disewakan kepada majikan 

pembelian biaya tertentu yang 

membatasi dan tidak bisa begitu saja 

keluar, dengan asumsi Anda pergi, 

Anda harus yakin Anda akan 

mendapatkan denda. 

 

B. Manfaat Outsourcing atau 

Perusahaan Alih Daya 

 

1) Meningkatkan Fokus Perusahaan 

Saat ini persaingan bisnis semakin 

terbuka dan ketat. Dengan demikian, 

penting untuk mempertimbangkan 

memikirkan kembali kebutuhan 

organisasi yang berbeda. Saat ini, 

banyak organisasi akan lebih sering 

mendelegasikan sebagian kebutuhan 

organisasinya kepada pihak luar 

karena dengan asumsi bahwa segala 

sesuatunya diselesaikan oleh 

organisasi yang sebenarnya, 

pertimbangan atau titik fokus energi 

organisasi akan lebih berkomitmen 

pada hal-hal yang bukan merupakan 

bisnis pusatnya. 

2) Mempercepat Proses Adaptasi 

Perubahan Bisnis 

Dengan melakukan evaluasi ulang, 

organisasi dapat mempercepat dalam 

melakukan perubahan. Hal ini 

dikarenakan outer gathering yang 

dipilih adalah para spesialis yang 

bekerja di bidang yang sama dan di 

industri yang sama sehingga 

kecepatan menciptakan perubahan 

dapat dicapai dengan memikirkan 

kembali. 

3) Membantu Memecahkan Masalah 

yang Sulit Dikendalikan. 

Alasan di balik organisasi untuk 

melakukan rethinking adalah salah 

satu alasan karena bisnis di dalam 

organisasi saat ini tidak produktif 

seperti sebelumnya karena ruang 

lingkup bitokrasi tampaknya sangat 

kusut. Rentang regulasi ini membuat 

sistem kontrol merepotkan sekaligus 

membuat pekerjaan menjadi lebih 

tidak efektif. Meskipun demikian, 

dengan evaluasi ulang, masalah ini 

dapat ditangani dengan tepat. 

4) Sumber Daya Manusia yang Ada 

Digunakan Untuk Kebutuhan Yang 

Lebih Strategis. 

Dalam sebuah organisasi di mana 

semuanya efisien, termasuk jumlah 

SDM, pilihan untuk membuat 
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pendaftaran lain umumnya tidak 

begitu alami seperti yang 

dibayangkan. Selain itu, 

pemanfaatan tenaga kerja saat ini 

untuk menangani pekerjaan 

tambahan juga dapat menimbulkan 

beberapa masalah, misalnya tenaga 

kerja yang tidak fokus pada 

pekerjaan atau tugas pokoknya. Hal 

ini dapat diatasi dengan pemikiran 

ulang karena teknik ini tidak 

memperlambat aset normal yang ada. 

5) Penghematan Dana Kapital 

Melalui apropriasi ulang, organisasi 

dapat memberikan lebih banyak 

kemampuan beradaptasi moneter. 

Misalnya, ada sebuah organisasi 

yang percaya bahwa harus 

melakukan eksplorasi di industrinya, 

maka sangat baik untuk memikirkan 

kembali karya-karya inovatif yang 

pada akhirnya organisasi tidak perlu 

lagi menghabiskan uang. Biaya 

dengan angsuran berjangka 

bergantung pada hasil yang telah 

dilacak oleh pemasok yang 

memikirkan kembali. 

6) Mengefisiensikan dan 

Mengendalikan Biaya Operasional.  

Penyesuaian ulang juga dapat 

mengurangi beban biaya fungsional. 

Misalnya ada organisasi yang 

kembali menyesuaikan di bidang IT, 

hal ini akan membuat pekerjaan 

menjadi lebih mahir, seperti dalam 

meminta produk, jika sudah 

dilakukan IT, untuk bekerja dengan 

korespondensi antara pemasok 

barang dagangan dengan orang-

orang yang membutuhkan. produk, 

pertukaran akan bekerja dengan. 

7) Memperoleh Sumber Daya Manusia 

yang Lebih Profesional.  

Keuntungan yang diperoleh dari 

evaluasi ulang adalah memiliki 

pilihan untuk memberikan staf yang 

memiliki keterampilan dan kapasitas 

yang lebih baik dari yang diharapkan 

yang memenuhi pengelompokan 

yang diantisipasi oleh organisasi dan 

berkontribusi seperti yang 

ditunjukkan oleh teknik saat ini di 

dalam organisasi. Pemasok re-

apropriasi yang berpengalaman akan 

melakukan pekerjaan mereka 

berulang-ulang sehingga akan lebih 

mudah bagi mereka untuk 

mengetahui lebih detail masalah 

utama. 

 

C. Keuntungan Outsourcing bagi Pihak 

Karyawan 

 

Mendengar istilah Outsource, 

sebagian besar pekerja akan merasa 

tidak enak badan. Ini karena hingga saat 

ini, kerangka kerja ini tentu saja lebih 

tidak nyaman bagi perwakilan. 

Sejujurnya, ada juga bantuan yang bisa 

didapatkan perwakilan dengan 

menjalankan sistem ini. Berikut ini 

adalah beberapa di antaranya: 

 

1) Membuka pintu bagi Fresh Graduate 

untuk Mendapatkan Pekerjaan 

dengan Cepat. 

Kerangka evaluasi ulang ini akan 

sangat membantu Anda alumni baru. 

Jika organisasi sebagian besar 

mencari fakultas berpengalaman, 

kerangka kerja ini akan lebih mudah. 

Terlepas dari apakah Anda diabaikan 

atau bahkan tidak terlatih, Anda 

memiliki peluang untuk menjadi 

spesialis perusahaan, karena 

penyesuaian kembali beredar. Tidak 

ada kebutuhan khusus yang 
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menyulitkan bagi alumni baru, 

sehingga kerangka kerja ini benar-

benar memberi Anda kesempatan 

untuk memperoleh wawasan kerja.  

2) Mendapat Tambahan Keahlian 

Manfaat lain yang dapat diperoleh 

perwakilan di bawah organisasi yang 

mengapropriasi ulang adalah 

memperoleh penguasaan ekstra. 

Pasalnya, pada umumnya pihak luar 

yang menjadi kaki tangan kembali 

membutuhkan tahapan persiapan 

yang berbeda bagi pekerja. Dengan 

begitu kemampuan Anda akan 

meningkat, dan kemampuan yang 

baru-baru ini diklaim dapat 

dikembangkan lebih lanjut. Artinya, 

kerangka ini juga bisa menjadi 

metode untuk memperbarui potensi 

atau kinerja perwakilan. 

3) Menyalurkan Pemilik Keahlian 

Khusus 

Selain itu, dengan framework ini, 

kamu yang memiliki kemampuan 

luar biasa akan lebih mudah untuk 

mendaratkan posisi sesuai bidang 

yang mereka kuasai. Banyak 

organisasi besar mencari pekerja 

dengan kemampuan khusus melalui 

administrasi penyesuaian ulang ini. 

 

3. METODE PENELITIAN  

 

Teknik yang digunakan dalam 

eksplorasi ini adalah mengatur 

pemeriksaan yang halal. Ide pemeriksaan 

yang digunakan adalah eksplorasi khas 

yang bertujuan untuk secara tepat 

menggambarkan kualitas individu 

tertentu, kondisi, efek samping atau 

kumpulan atau untuk memutuskan 

penyebaran efek samping atau untuk 

memutuskan apakah ada hubungan antara 

efek samping dan perbedaan. Efek 

samping di mata masyarakat. 

Informasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah informasi tambahan, 

yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, termasuk catatan resmi, 

buku-buku, hasil penelitian tentang jenis 

laporan, dll. Oleh karena itu, informasi 

tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan-bahan sah yang esensial, 

khususnya bahan-bahan hukum yang 

membatasi, diperoleh dari peraturan-

peraturan dan pedoman-pedoman 

yang berkaitan dengan pemeriksaan 

ini antara lain: Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek), Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan halal opsional adalah bahan 

sah yang menggambarkan bahan-

bahan penting yang halal, khususnya 

tulisan, misalnya buku, majalah, 

artikel media cetak, dan data dari web 

yang terkait dengan penjelajahan ini. 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan 

yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti: 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus 

hukum, ensiklopedi, yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Data-data yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan kemudian 

dipilah-pilah untuk mendapatkan 

pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah 

hukum, kemudian dikaitkan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi 

dan disistematisasikan, sehingga 

menghasilkan suatu klasifikasi yang 

sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hubungan Hukum antara Karyawan 

Outsourcing (Alih Daya) dengan 

Perusahaan Pengguna Outsourcing 

 

Hubungan yang sah antara organisasi 

rethinking (Alih Daya) dan re-

appropriting organisasi klien (Alih Daya) 
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dibatasi dengan menggunakan Perjanjian 

Kerjasama, sejauh memberikan dan 

mengawasi tenaga kerja di bidang 

tertentu yang ditetapkan dan bekerja 

untuk organisasi klien rethinking. . 

Perwakilan yang dievaluasi kembali 

(Alih Daya) menyetujui pengaturan kerja 

dengan organisasi yang menyesuaikan 

kembali (Alih Daya) sebagai alasan 

hubungan bisnis mereka. Dalam 

pengaturan kerja dinyatakan bahwa 

perwakilan ditetapkan dan bekerja di 

organisasi klien yang menyesuaikan 

kembali. Dari hubungan bisnis ini 

muncul masalah hukum, mengevaluasi 

kembali pekerja (Alih Daya) dalam 

situasi mereka dengan organisasi klien 

yang mengambil kembali (Alih Daya) 

harus sesuai dengan Peraturan 

Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang berlaku untuk klien 

outsourcing. organisasi, sementara tidak 

ada hubungan yang sah antara keduanya. 

Motivasi mendasar di balik mengapa 

pekerja yang dievaluasi ulang harus 

setuju dengan pedoman organisasi bisnis 

adalah: 

 

a. Perwakilan bekerja di tempat/area 

organisasi bisnis; 

b. Prosedur Operasional Standar (SOP) 

atau aturan kerja organisasi bisnis 

harus dijalankan oleh perwakilan, 

yang semuanya dituangkan dalam 

pedoman organisasi bisnis. 

c. Bukti akomodasi yang representatif 

ada dalam Memorandum of 

Understanding (MoU) antara 

organisasi yang mengevaluasi 

kembali dan bisnis, dalam masalah 

yang berkaitan dengan standar kerja, 

jam kerja, dan aturan kerja. 

Untuk keuntungan dan imbalan, 

organisasi yang mengevaluasi ulang 

biasanya adalah organisasi induk. 

 

 

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan 

oleh spesialis, untuk situasi ini tidak ada 

kewenangan dari organisasi yang 

menggunakan administrasi tenaga kerja 

untuk menyelesaikan perdebatan tersebut 

mengingat organisasi yang menggunakan 

administrasi tenaga kerja (klien) dan 

disesuaikan kembali. pekerja tidak secara 

sah memiliki hubungan yang berfungsi, 

sehingga posisi untuk menentukan 

pertanyaan adalah organisasi yang 

memberikan administrasi pekerja, meskipun 

prinsip-prinsip yang diabaikan adalah 

prinsip-prinsip organisasi yang 

menggunakan administrasi pekerja (klien). 

Pedoman organisasi berisi hak istimewa dan 

komitmen di antara organisasi dan pekerja 

yang diapropriasi ulang. Hak istimewa dan 

komitmen menggambarkan hubungan yang 

sah antara pekerja dan organisasi, di mana 

kedua pemain dibatasi oleh pemahaman 

kerja yang disepakati bersama. 

Sementara itu, hubungan yang sah saat 

ini adalah antara organisasi penerima 

kembali dan organisasi klien bantuan, 

sebagai pemahaman untuk pengaturan 

pekerja. Organisasi yang menggunakan 

administrasi dan perwakilan buruh tidak 

memiliki hubungan kerja langsung, baik 

sebagai pemahaman kerja untuk jangka 

waktu tertentu maupun pengaturan kerja 

untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

Jika dilihat dari susunan kata gagasan 

pelaksanaan Peraturan Perusahaan, pedoman 

organisasi organisasi klien bantuan tidak 

dapat diterapkan pada perwakilan yang 

dievaluasi kembali karena tidak ada 

hubungan yang berfungsi. Hubungan 

berfungsi yang terjadi adalah hubungan 

yang berfungsi antara wakil yang ditinjau 

ulang (Alih Daya) dan organisasi yang 

direkrut, sehingga pekerja yang berpikir 

ulang harus menggunakan pedoman 

organisasi yang ditinjau kembali, bukan 

pedoman organisasi yang menggunakan 

administrasi tenaga kerja. 

Perwakilan yang ditunjuk kembali yang 

ditempatkan di organisasi klien yang 

disesuaikan kembali, jelas, sejauh aturan 

kerja dan disiplin kerja, harus mengikuti 

pengaturan yang berlaku untuk 

mengevaluasi kembali organisasi klien. 

Dalam pemahaman kolaborasi antara 
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organisasi re-apropriasi dan re-appropriating 

organisasi klien, harus jelas ke arah awal 

pengaturan apa yang harus dipatuhi oleh 

pekerja re-appropriating saat ditempatkan di 

organisasi klien re-appropriating. Hal-hal 

yang dicatat dalam pedoman organisasi 

pemikiran ulang tidak boleh dianggap 

sepenuhnya dilakukan oleh pekerja 

pemikiran ulang. Misalnya, masalah 

keuntungan, jelas ada kontras antara pekerja 

yang diapropriasi ulang dan pekerja di 

organisasi yang berpikir ulang. 

Hal-hal yang terkandung dalam 

Peraturan Perusahaan yang disetujui untuk 

dipatuhi terkait dengan pekerja yang 

diapropriasi kembali oleh organisasi yang 

mengevaluasi kembali. Sosialisasi ini 

penting untuk membatasi permintaan dari 

perwakilan rethink yang tertarik untuk 

dijadikan pekerja tahan lama di organisasi 

yang menggunakan administrasi rethinking, 

karena tidak adanya data tentang hubungan 

yang sah antara pekerja dan organisasi yang 

menggunakan revaluating. Perbedaan 

pemahaman ini terjadi pada PT Toyota 

Astra Motor, salah satu produsen kendaraan 

di Indonesia. Di mana perwakilan khusus 

memikirkan kembali produsen kursi 

kendaraan. Toyota menggelar tenaga dan 

pemogokan untuk meminta mereka menjadi 

pekerja PT Toyota Astra Motor. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya sosialisasi 

mengenai situasi hubungan hukum mereka 

dengan PT Toyota Astra Motor sebagai 

revaluating organization. 

Penyelesaian Perdebatan di Outsourcing 

(Outsourcing). Dalam pelaksanaan 

pemikiran ulang, perdebatan potensial yang 

berbeda mungkin muncul, misalnya sebagai 

pelanggaran pedoman organisasi oleh 

perwakilan atau pertanyaan antara pekerja 

pemikiran ulang dan perwakilan yang 

berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh 

Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, penyelesaian 

pertanyaan yang muncul adalah kewajiban 

organisasi menawarkan jenis bantuan buruh. 

Jadi terlepas dari kenyataan bahwa 

perwakilan yang mengevaluasi ulang telah 

menyalahgunakan pedoman organisasi yang 

memberikan pekerjaan, yang disetujui untuk 

menentukan debat adalah organisasi 

koperasi spesialis. 

Untuk situasi ini, organisasi yang 

mengevaluasi kembali harus memiliki 

pilihan untuk menempatkan diri dan lihai 

untuk memenuhi kepentingan perwakilan, 

serta organisasi yang menggunakan 

administrasi pekerja, mengingat organisasi 

yang menggunakan administrasi spesialis 

penggunaan benar-benar pihak yang 

mengetahui tentang hari itu. untuk 

pelaksanaan hari pekerja, daripada 

memikirkan kembali organisasi itu sendiri. 

Lebih baik untuk mengevaluasi kembali 

organisasi untuk sesekali mengirim agen 

untuk menyaring perwakilan mereka di 

organisasi yang memanfaatkan manfaat 

spesialis sehingga potensi perjuangan dapat 

dihindarkan dan pelaksanaan pekerjaan 

pekerja dapat diperiksa dengan tepat. 

 

B. Tahapan Penyelesaian 

Ketenagakerjaan Dalam Hubungan 

Industrial  
 

Hubungan antara bisnis dan perwakilan 

tidak selalu mulus. Ada kalanya kedua 

pertemuan itu berbeda pendapat tentang 

sesuatu. Berbagai pedoman mengatur 

instrumen penyelesaian persoalan hubungan 

modern, salah satunya adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (PPHI). Pedoman mengarahkan 3 

sistem yang dapat digunakan pertemuan 

untuk menentukan pertanyaan. Pertama, 

melalui kesepakatan bipartit dengan 

pemikiran untuk mencapai kesepakatan. 

Jika salah satu pertemuan tidak akan 

diadakan atau pembicaraan telah selesai 

tetapi tidak setuju, maka pertukaran bipartit 

dianggap mengecewakan. Kedua, setelah 

diskusi bipartit gagal, salah satu pertemuan 

dapat dilanjutkan dengan upaya 

penyelesaian ke kantor penyedia tenaga 

kerja melalui sistem syafaat atau persuasi. 

Demikian juga, pertemuan juga dapat 

menggunakan kebijaksanaan. Ketiga, jika 

penyelesaian melalui perdamaian atau 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ALIH DAYA 

(OUTSOURCING) 

Allen Sitohang   1), Feriusman Dawolo   2), Herdi Munthe   3), Alusianto Hamonangan   4) 

 

syafaat tidak disepakati, salah satu majelis 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI). 

Seorang ahli regulasi hubungan modern 

dan pejabat sebelumnya yang diangkat 

secara dadakan di Pengadilan Hubungan 

Industrial Jakarta, Juanda Pangaribuan, 

melihat ada berbagai hal penting yang harus 

dilihat dalam pertemuan-pertemuan dalam 

menyelesaikan persoalan hubungan modern. 

Selain hal-hal lain, pertemuan harus fokus 

pada posisi masing-masing tanpa akhir yang 

sah. Misalnya, bagi buruh apakah kegiatan 

yang dilakukannya mengabaikan peraturan 

dan pedoman, Peraturan Perusahaan (PP) 

atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Begitu pula dengan pelaku bisnis. Sejak saat 

itu, buruh harus menunjukkan premis 

kasusnya yang diajukan sehubungan dengan 

penyelesaian pertanyaan. 

Atasan juga perlu membuat catatan yang 

diperlukan dengan asumsi mereka menolak 

permintaan pekerja. Hal utama yang 

ditekankan Juanda dalam pertemuan 

tersebut adalah niat murni untuk 

menentukan pertanyaan. Misalnya, 

pertemuan dinamis melengkapi instrumen 

bipartit. Saat memasuki tahap intervensi 

atau pergi ke pengadilan, pertemuan dapat 

menunjukkan transparansi dengan 

memenuhi permintaan dari pertemuan 

terkait seperti arbiter atau pengadilan. 

Menurut Juanda, silaturahmi harus 

mengikuti sapaan karena merupakan 

kesempatan untuk memberikan jawaban, 

tanggapan, dan pertentangan yang dapat 

memperkuat atau menolak permintaan 

masing-masing pihak. Dengan asumsi Anda 

telah memasuki pengadilan, pertemuan 

harus menyiapkan arsip yang akan 

digunakan sebagai bukti. Umumnya 

pembuktian yang terlibat dalam PHI adalah 

surat pengertian kerja, PP atau PKB serta 

surat-surat lain yang berhubungan dengan 

perdebatan. Dari sekian banyak instrumen 

yang dapat diakses untuk menentukan 

perdebatan hubungan modern, Juanda 

mengatakan akan lebih baik jika masalah ini 

diselesaikan di tingkat bipartit. Bipartit 

adalah diskusi independen di dalam 

organisasi. "Semakin banyak perdebatan ini 

diungkap, akan semakin menghambat 

karena pihak lain akan terbiasa dengan 

pertanyaan itu," ungkap Juanda yang tidak 

terlibat dalam persiapan yang diadakan oleh 

Hukumonline.com bertajuk Teknik 

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. 

dan Tata Cara Penyusunan Berkas Perkara 

pada Pengadilan Hubungan Industrial (Kelas 

VI) Jakarta. 

Namun, menurut Juanda, komponen 

bipartit tidak akan berguna jika masing-

masing pihak bertahan di posisinya. Jika 

demikian, kasus ini dapat meminta IRC. 

Taruhannya adalah bahwa pertemuan harus 

berdiri tanpa mengeluh tentang hasil dan 

menghabiskan banyak uang karena siklus ini 

tidak sederhana. Selanjutnya, masyarakat 

secara keseluruhan akan menyadari tentang 

kasus debat ini. Juanda menegaskan, 

kesepahaman bipartit sebagaimana 

tergambar dalam Perjanjian Bersama (PB) 

yang didaftarkan di PHI memiliki kekuatan 

legitimasi yang sama dengan pilihan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 

super tahan lama. Dalam hal usaha tidak 

memenuhi komitmen yang terkandung 

dalam kerangka berpikir tersebut, misalnya 

membayar pesangon, buruh cukup 

menyerahkan eksekusi kepada PHI. "Ini 

menyingkat peluang ideal untuk tujuan 

pertanyaan dibandingkan dengan kasus yang 

sedang ditangani di pengadilan," katanya. 

Simposium UU Ketenagakerjaan 

menjelang akhir Juli sudah mengangkat dua 

isu penting, khususnya terkait dengan 

pemikiran pokok Pengadilan Hubungan 

Industrial dan terkait dengan program 

pendidikan kerja yang dididik oleh 

perguruan tinggi. Terkait dengan pemikiran 

pokok PHI, Ketua Persatuan Guru dan 

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) 

Asri Wijayanti melihat ada berbagai 

kekurangan yang diterapkan dalam UU 

PPHI. Penyelesaian persoalan-persoalan 

hubungan modern yang telah diselesaikan 

selama ini menekankan pada regulasi 

bersama, meskipun ada bagian dari regulasi 

publik yang tidak dapat diabaikan dalam 

masalah ketenagakerjaan. Gagasan syafaat 
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dalam penyelesaian hubungan modern di 

bawah sistem UU PPHI juga harus dikecam. 

Keterkaitan yang wajar antara UU ini 

dengan UU no. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga dibahas dalam 

konferensi tersebut. 

 

5. SIMPULAN 

Pekerja yang dipekerjakan kembali 

untuk berapa lama mereka ditempatkan di 

organisasi yang menggunakan administrasi 

berpikir ulang diharapkan untuk mengikuti 

kondisi kerja yang relevan di organisasi 

yang berpikir ulang, yang harus diingat 

untuk pengaturan kerjasama. Komponen 

untuk menyelesaikan pertanyaan pekerjaan 

diselesaikan di antara mengevaluasi kembali 

organisasi tanpa henti menggunakan 

administrasi penyesuaian ulang, di mana 

organisasi penyesuaian ulang harus 

mengadakan pertemuan biasa dengan 

karyawan mereka untuk membicarakan 

pekerjaan memberikan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pemikiran ulang. Saat ini 

reevaluasi sudah mulai menjadi pola dan 

kebutuhan dalam dunia bisnis, namun 

pedoman tersebut masih belum memuaskan. 

Cukup jauh setiap kelemahan dari reevaluasi 

rencana dapat terkandung dalam koreksi UU 

Penyediaan tenaga kerja yang sedang 

disiapkan dan pedoman pelaksananya, 

sehingga dapat mewajibkan kepentingan 

pengelola dan menjaga kepentingan buruh. 

Tujuan debat yang biasanya diselesaikan 

dengan pertemuan-pertemuan yang 

berkaitan dengan masalah pekerjaan, ada 3 

(tiga) periode sistem, yaitu Pertama, melalui 

pembicaraan bipartit dengan pertimbangan 

untuk mencapai kesepakatan. Jika salah satu 

pertemuan tidak akan diadakan atau 

pembicaraan telah selesai tetapi tidak setuju, 

maka, pada saat itu, diskusi bipartit 

dianggap mengecewakan. Kedua, setelah 

bursa bipartit ambruk, salah satu pertemuan 

dapat dilanjutkan dengan upaya 

penyelesaian ke kantor pengadaan tenaga 

kerja melalui instrumen syafaat atau 

pendamaian. Demikian juga, pertemuan juga 

dapat menggunakan pernyataan. Ketiga, jika 

penyelesaian melalui peredaan atau 

intervensi tidak sesuai, salah satu majelis 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI). 
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